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 Abstract : The purpose of this study is to find out the transparency of targets 

and realizations to RRI Merauke's partner institutions from 2021-2023. In this 

study, the author uses a qualitative descriptive method. The population and 

sample used are secondary data in the form of target data and realization of 

Non-Tax State Revenue (PNBP) derived from partner client cooperation data 

and RRI media order recapitulation data for the period from 2021-2023. The 

results of the study show that the transparency of Non-Tax State Revenue 

(PNBP) on Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke between 2021-2023 

shows that despite efforts to increase information disclosure, there are still 

several challenges that must be overcome. The data obtained shows that there 

are fluctuations in PNBP revenues, which can be influenced by various 

factors, including policy changes and the level of public participation. 

Transparency in financial reporting and information related to PNBP receipts 

is very important to build public trust and ensure accountability in fund 

management. 

 

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Untuk mengetahui 

tranparansi atas target dan realisasi kepada lembaga mitra RRI Merauke dari 

tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel yang di gunakan adalah data 

sekunder berupa data target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang berasal dari data kerjasama klien mitra dan data rekapitulasi 

media order RRI Kabupaten Merauke kurun waktu dari tahun 2021-2023. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) pada Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke antara tahun 

2021-2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk 

meningkatkan keterbukaan informasi, masih terdapat beberapa tantangan yang 

harus diatasi. Data yang diperoleh menunjukkan adanya fluktuasi dalam 

penerimaan PNBP, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 

perubahan kebijakan dan tingkat partisipasi masyarakat. Transparansi dalam 

pelaporan keuangan dan informasi terkait penerimaan PNBP sangat penting 

untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas 

pengelolaan dana. 
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Pendahuluan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelenggaraan administrasi publik mengacu 

pada pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama. Esensi tugas dan tanggung jawab para 

administrator di instansi pemerintah sangat penting dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan, 

dan memberdayakan masyarakat agar berperan dalam pembangunan sekaligus sebagai penerima manfaatnya. 
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Namun, faktanya di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin 

strategis karena cenderung berjalan di tempat (Mahsyar, 2011). 

Minimnya informasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu alasan kekurangpuasan masyarakat 

akan pelayanan yang diberikan (Maisarah, 2021 ). Melihat sekian jenis transisi kepemerintahan dari orde 

baru sampai era reformasi, untuk menjawab tuntutan terhadap penyelenggara pelayanan publik adalah 

menjamin hak setiap warga negara untuk dapat mengakses informasi publik. Hal senada juga disampaikan 

oleh (Suhendar, 2020) yang menilai bahwa adanya keterbukaan informasi publik menjadi bentuk keseriusan 

pemerintah dalam mewujudkan penyelanggaran pelayanan publik yang semakin baik. 

Adanya perubahan transisi pemerintahan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan melalui kehadiran 

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memudahkan masyarakat dapat 

meninjau laju kinerja aparatur pemerintah terkait rencana pembuatan kebijakan publik sampai dengan 

alasan pengambilan suatu keputusan publik. Laju kinerja aparatur pemerintah kerap kali menggandeng media 

sebagai tempat untuk menjembatani persebaran informasi, agar dengan mudah dapat diterima dan diakses 

oleh masyarakat. Salah satu media pertama yang dikenal masyarakat khususnya di Indonesia adalah media 

audio yang informasinya dapat dinikmati melalui indera pendengar yaitu radio. 

Dalam jurnal Sitorus & Sembiring, 2022 disebutkan bahwa radio memiliki kekuatan yang kerap 

disebut penguasa kelima elemen dalam dunia jurnalistik atau the fifth estate diantaranya: 

a. dalam menyiarkan berita atau informasi bersifat langsung, 

b. saat melakukan siaran, radio tidak terbatas jarak aral maupun rintangan, 

c. memiliki daya tarik tersendiri bagi peminatnya. 

Media audio tertua di Indonesia yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) didirikan pada tanggal 11 

September 1945. RRI sebagai media pertama yang mewarnai angkasa Indonesia dengan mengudarakan 

pidato kemerdekaan Presiden Indonesia. Banyak periode yang mewarnai insan RRI dalam memberikan 

pelayanan publik dari masa orde baru, masa reformasi, sampai sekarang. RRI saat ini memiliki 99 stasiun 

siaran yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 3 klasifikasi Stasiun Penyiaran di antaranya, Stasiun 

Penyiaran Tipe A di Ibukota Negara 1 stasiun, Tipe B di Ibukota Propinsi 30 stasiun, dan Tipe C di Ibukota 

Propinsi (Kabupaten/Kota) 34 stasiun 

RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. RRI 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tempat kedudukan RRI di ibukota negara 

Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah. 

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 

perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui 

penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RRI menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik; 

b. pelaksanaan dan pengendalian. kegiatan penyelenggaran penyiaran radio publik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI. 

Radio Republik Indonesia (RRI) yang merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara 

mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak 

berdirinya tanggal 11 September 1945, RRI mengemban tugas sebagai radio perjuangan, bahkan proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia diketahui secara luas oleh masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional melalui RRI. 

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI berbentuk 

perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2000.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 mengamanatkan RRI 

sebagai lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, 

netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. 

Selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, 

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial sertamelestarikan budaya bangsa, untuk 

kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka 

meningkatkan citra positif bangsa. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya mengatur kelembagaan secara garis 

besar sehingga untuk dapat menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan RRI perlu diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Penyiaran. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUUI/2003 tanggal 28 Juli 2004, maka Peraturan 
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Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan 

tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang 

penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, 

dengan materi yang diatur meliputi status kelembagaan, susunan organisasi, pembiayaan, kepegawaian, dan 

lain-lain sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan RRI guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman khususnya di Kota Merauke banyak lahir media dengan 

teknik platform digital baru maupun swasta yang memiliki kebebasan berinovasi. LPP RRI Merauke tidak 

lagi menjadi satu-satunya media yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal 

tersebut menjadi sebuah ancaman bagi keberadaan LPP RRI Merauke. Meskipun demikian masih banyak 

lembaga mitra yang menggunakan jasa layanan RRI dalam menyebarkan informasinya hingga ke pelosok 

pedalaman. Dengan masih adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga mitra tentunya di 

butuhkan tranparansi terkait biaya-biaya atau tarif yang di butuhkan oleh masyarakat yang tertuang dalam 

laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). 

Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan 

kegiatan usahanya. Dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan 

dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan masyarakat. Penentuan besaran tarif selain harus 

memperhatikan aspek-aspek tersebut juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan 

karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah 

tersebut. 

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh 

penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sedangkan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak juga merupakan semua penerimaan Pemerintah 

Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan 

usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum 

(BLU). 

Dengan demikian penulis ingin meneliti terkait tranparansi target dan realisasi PNBP RRI Merauke 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 9 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa laporan keuangan 

adalah salah satu informasi yang dapat diakses masyarakat dan wajib dilaporkan secara berkala baik melalui 

media papan informasi ataupun melalui media elektronik. Demi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari 

korupsi maka transparansi keuangan PNBP RRI Merauke menjadi sangat penting. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengangkat judul “Transparansi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Radio Republik Indonesia (RRI)”. 

 

Landasan Teori 

Konsep Dasar Pendapatan Negara 

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan-

tujuan negara yang ingin dicapai. Tujuan Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara terkandung 

dalam alinea empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan negara tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah dan 

kebijakan yang diharapkan dapat semakin mendekatkan Indonesia pada tujuannya. Salah satu tujuan NKRI 

dalam Pembukaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan 

kesejahteraan umum, di mana dapat diupayakan oleh pemerintah dari sisi keuangan negara melalui APBN. 

Secara garis besar, upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan negara dan 

melakukan pengeluaran atau belanja negara secara efektif dan efisien. 

Dalam APBN, termuat anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara. Salah satu unsur 

utama dalam APBN adalah pendapatan. Pendapatan negara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih. Pendapatan negara berasal dari tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan perpajakan, 

penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan negara merupakan unsur penting yang 

dikelola untuk menunjang dan membiayai kegiatan serta program pemerintah dalam upaya mencapai 

tujuan negara. 

 

Penerimaan Pajak 

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2022, penerimaan perpajakan adalah seluruh penerimaan negara yang terdiri atas 

pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. 

Mengutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, yang dimaksud dengan 

pajak dalam negeri ialah seluruh penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak 

perdagangan internasional merupakan semua penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk dan 

pajak/pungutan ekspor. 

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak atau dikenal dengan singkatan PNBP, adalah seluruh penerimaan 

yang dipungut atau diterima negara yang berasal dari selain perpajakan dan penerimaan hibah. Dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, yang dimaksud Penerimaan Negara Bukan 

Pajak adalah “seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara 

lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, serta penerimaan negara 

bukan pajak lainnya”. 

Definisi PNBP menurut Markus (2005) dalam (Al’amin, 2015) adalah seluruh penerimaan pemerintah 

pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang menjadi hak negara yang harus dibayar oleh wajib bayar 

orang pribadi atau badan karena telah memperoleh manfaat dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan 

hak yang diperoleh negara yang dikelola oleh pemerintah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dinyatakan sebagai 

objek Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah “seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang menjadi sumber 

penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah”. Pada Pasal 4, objek Penerimaan Negara Bukan Pajak 

diklasifikasikan menjadi enam, yaitu pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan KND, pengelolaan 

BMN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Adapun penjabaran singkat dari keenam klasifikasi 

objek PNBP berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut. 

a. pemanfaatan sumber daya alam, meliputi pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara; 

b. pelayanan, yakni segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

c. pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, meliputi pengelolaan kekayaan negara dari APBN yang 

digunakan dalam penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah; 

d. pengelolaan Barang Milik Negara, berupa kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 

barang yang diperoleh atas beban APBN atau diperoleh dari perolehan lain yang sah; 

e. pengelolaan dana, meliputi pengelolaan dana pemerintah dari APBN maupun perolehan lain yang sah dan 

digunakan untuk tujuan tertentu; dan 

f. hak negara lainnya, yaitu hak-hak negara selain pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, pengelolaan 

Kekayaan Negara Dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana, dan yang telah diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan. 

 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020, disebutkan bahwa terdapat tahapan-

tahapan dalam mengelola PNBP. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan. 

a. Tahap Perencanaan 

Dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, rencana PNBP wajib disusun 

dan disampaikan setiap tahun oleh Instansi Pengelola PNBP (IP PNBP) kepada Menteri Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan siklus anggaran pendapatan dan belanja negara. Rencana ini 

disusun dalam bentuk target PNBP yang direncanakan untuk dicapai oleh IP PNBP yang bersangkutan. 

Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP melalui Keputusan 

Menteri Keuangan Penggunaan Dana PNBP, rencana PNBP dibuat dalam bentuk target serta pagu 

penggunaan penerimaan negara bukan pajak. Target PNBP harus disusun secara realistis, tidak terlalu 
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rendah atau terlalu tinggi, dan optimal berdasarkan pendapatan dan perkiraan volume/jumlah dasar 

perhitungan PNBP, serta tarif PNBP. Rencana PNBP disusun pada tingkat satuan kerja, unit Eselon I, dan 

tingkat kementerian/lembaga. Rencana dan target PNBP ini disusun secara bottom-up, di mana dimulai 

dari tingkat terkecil, yaitu satuan kerja, sampai dengan tingkat tertinggi, yaitu kementerian/lembaga. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan penentuan PNBP terutang, pemungutan PNBP, 

pembayaran dan penyetoran PNBP, pengelolaan piutang PNBP, penetapan dan penagihan PNBP terutang, 

serta penggunaan dana PNBP. Penentuan PNBP terutang sendiri dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP, 

Mitra Instansi Pengelola PNBP, ataupun wajib bayar. Pemungutan PNBP terutang dilakukan oleh Instansi 

Pengelola PNBP dan dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP. Pengguna layanan atau wajib 

bayar membayar PNBP terutang kepada bendahara penerimaan selambat-lambatnya pada saat jatuh 

tempo. Apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka wajib bayar 

yang bersangkutan akan dikenai sanksi. Selanjutnya, bendahara penerimaan wajib menyetorkan 

penerimaan tersebut ke kas negara melalui bank/pos persepsi maupun lembaga lainnya yang telah 

ditunjuk oleh Menteri. Atas penerimaan PNBP, IP/MIP PNBP juga melaksanakan kegiatan monitoring 

secara periodik dan melakukan verifikasi pembayaran dan penyetoran PNBP. Piutang PNBP muncul di 

saat wajib bayar belum melaksanakan kewajiban pembayaran atas PNBP terutangnya, maka IP PNBP 

akan mencatatnya sebagai piutang PNBP dan membuat laporan pencatatan piutang PNBP yang kemudian 

harus dilaporkan kepada Menteri secara berkala. Atas piutang PNBP yang belum dibayar dan PNBP yang 

kurang bayar, IP/MIP PNBP melakukan penagihan melalui surat tagihan pertama, kedua, dan ketiga. 

Apabila sampai dengan surat tagihan ketiga dan PNBP belum terlunasi, pimpinan IP PNBP menerbitkan 

Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang dan tetap mencatatnya sebagai piutang 

PNBP. Adapun selanjutnya adalah mengenai penggunaan dana PNBP. IP PNBP dapat mengusulkan 

penggunaan dana PNBP kepada Menteri dengan tujuan penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP maupun kegiatan lainnya, dan/atau untuk tujuan 

optimalisasi PNBP. Usulan yang disetujui perlu memperhatikan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, 

dan/atau kebutuhan pendanaan IP PNBP. Persetujuan penggunaan dana ditetapkan melalui KMK dan 

digunakan sebagai dasar bagi IP PNBP untuk pengusulan pagu penggunaan dalam menyusun rencana 

PNBP. 

c. Tahap Pertanggungjawaban 

Dalam tahap pertanggungjawaban PNBP, terdapat dua bagian, yakni penatausahaan serta 

pelaporan dan pertanggungjawaban. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan oleh IP PNBP dan wajib 

bayar yang melakukan perhitungan sendiri atas PNBP terutangnya. Wajib bayar melakukan 

penatausahaan yang meliputi pencatatan transaksi pembayaran PNBP dan penyimpanan bukti setor 

beserta dokumen pendukungnya. Sedangkan IP PNBP melakukan penatausahaan meliputi pencatatan atas 

pemungutan, transaksi penyetoran, penetapan PNBP terutang, penagihan PNBP terutang, dan/atau 

pengelolaan piutang PNBP. Pada bagian pelaporan dan pertanggungjawaban ini, wajib bayar 

berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada pimpinan 

IP PNBP. Adapun IP PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan 

dana PNBP kepada Menteri yang disusun per semester. Kegiatan pelaporan ini dilakukan melalui sistem 

informasi. 

d. Tahap Pengawasan 

Hal yang menjadi objek pengawasan PNBP ialah pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan 

pajak, dan/atau kepatuhan pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP terhadap 

ketentuan perundangundangan yang berlaku. Tahap pengawasan ini dilakukan oleh APIP yang berperan 

sebagai pengawas intern atas pengelolaan PNBP. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh Menteri dengan 

menunjuk sebuah unit untuk ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan PNBP. Pada tahap ini, APIP 

diwajibkan untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan menyampaikannya kepada kepala 

kantor atau pimpinan instansi pengelola PNBP dan Menteri. Mengacu pada Laporan Hasil Pengawasan 

tersebut, pimpinan IP PNBP yang bersangkutan wajib melakukan tindak lanjut Setelah dilakukannya 

tindak lanjut sesuai dengan LHP, pimpinan IP PNBP diwajibkan untuk menyusun laporan hasil tindak 

lanjut dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri. Atas hasil pengawasan, IP PNBP dapat 

diberikan penghargaan ataupun sanksi atas kegiatan pengelolaan PNBP yang dilakukan. 

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Radio Republik Indonesia (RRI) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan karakteristiknya dapat berupa PNBP 

Kementerian/Lembaga, PNBP Badan Layanan Umum, dan PNBP dari pemanfaatan Barang Milik Negara. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dapat berbentuk pemberian layanan publik, 

perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, pengaturan, dan lain- lain. 
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Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan salah satu bagian dari Kementerian/Lembaga yang 

menerima dan mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu yang mengatur terkait pengelolaan 

PNBP tersebut adalah adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 

Indonesia. PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada LPP RRI yang meliputi penerimaan 

dari: 

1) jasa penyiaran; 

2) jasa pendidikan dan pelatihan; 

3) jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio; 

4) jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi; 

5) jasa digitalisasi penyiaran; 

6) jasa produksi program; dan 

7) royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran. Seluruh PNBP yang berlaku pada LPP RRI wajib 

disetor ke Kas Negara. 

 

Metodologi  Penelitian 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu 

proses penelitian yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data- data tersebut 

diperoleh dari data skunder yang dimiliki oleh RRI Kabupaten Merauke. 

 

Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2017) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil 

kesimpulannya. 

Sampel menurut Sugiyono (2017) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel ini diambil untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. 

Populasi dan sampel yang di gunakan adalah data sekunder berupa data target dan realisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari data kerjasama klien mitra dan data rekapitulasi 

media order RRI Kabupaten Merauke kurun waktu dari tahun 2021-2023 

 

Analisis Data 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke berperan 

sebagai sumber penerimaan dan pendapatan negara yang digunakan untuk membangun ekonomi negara dan 

mencapai tujuan nasional. Berikut data realisasi dan target PNBP dari tahun 2021-2023. Perhitungan untuk 

 realisasi bulan n 

persentase capaian di dapat melalui rumus :     x 100% 

   Total Target  

 

Tabel 1 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2021 

 

Bulan 

Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian (%) 

Januari  

 

 

 

 

 

Rp 1.181.750.000 

Rp 16.250.000 1,38% 

Februari Rp 32.150.000 2,72% 

Maret Rp 116.800.000 9,88% 

April Rp 19.750.000 1,67% 

Mei Rp 19.750.000 1,67% 

Juni Rp 22.200.000 1,88% 

Juli Rp 16.800.000 1,42% 

Agustus Rp 42.150.000 3,57% 

September Rp 33.550.000 2,84% 

Oktober Rp 19.650.000 1,66% 

Nopember Rp 44.450.000 3,76% 

Desember Rp 43.950.000 3,72% 

Jumlah Rp 1.181.750.000 Rp 427.450.000 36,17% 
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Sumber Data Diolah 2024 

 

Berdasarkan tabel 1 target PNBP tahun 2021 adalah Rp. 1.181.750.000 semetara realisasi pada tahun 

2021 adalah Rp.427.450.000 atau sekitar 36,17%. Tahun 2021 PNBP paling tinggi di bulan maret yaitu 

9,88%. 

 

Tabel 2 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2022 

 

Bulan 

Tahun 2022 

Target Realisasi Capaian (%) 

Januari  

 

 

 

 

 

Rp371.375.000 

Rp  15.550.000 4,19% 

Februari Rp  42.550.000 11,46% 

Maret Rp  20.300.000 5,47% 

April Rp  17.900.000 4,82% 

Mei Rp  21.000.000 5,65% 

Juni Rp  49.830.000 13,42% 

Juli Rp  46.970.000 12,65% 

Agustus Rp  21.550.000 5,80% 

September Rp  34.100.000 9,18% 

Oktober Rp  33.950.000 9,14% 

Nopember Rp 135.700.000 36,54% 

Desember Rp  46.000.000 12,39% 

Jumlah Rp 371.375.000 Rp 485.400.000 131% 

Sumber Data Diolah 2024 

 

Berdasarkan tabel 2 target PNBP tahun 2022 adalah Rp. 371.375.000 sementara realisasi pada tahun 

2022 adalah Rp.445.400.000 atau sekitar 131%. Tahun 2022 PNBP paling tinggi di bulan nopember yaitu 

36,54%. 

 

Tabel 4.3 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2023 

 

Bulan 

Tahun 2023 

Target Realisasi Capaian (%) 

Januari  

 

 

 

 

 

Rp461.760.000 

Rp  29.500.000 6,39% 

Februari Rp  40.850.000 8,85% 

Maret Rp  21.100.000 4,57% 

April Rp  23.800.000 5,15% 

Mei Rp  24.650.000 5,34% 

Juni Rp  30.050.000 6,51% 

Juli Rp  22.400.000 4,85% 

Agustus Rp  32.850.000 7,11% 

September Rp  69.900.000 15,14% 

Oktober Rp  43.600.000 9,44% 

Nopember Rp  62.950.000 13,63% 

Desember Rp 159.350.000 34,51% 

Jumlah Rp 461.760.000 Rp 561.000.000 121,49% 

Sumber Data Diolah 2024 

 

Berdasarkan tabel 3 target PNBP tahun 2023 adalah Rp. 461.760.000 sementara realisasi pada tahun 

2023 adalah Rp.561.000.000 atau sekitar 121,49%. Tahun 2023 PNBP paling tinggi di bulan desember yaitu 

34,51%. 

Adapun penggunaan layanan RRI yaitu dari kalangan pemerintah, swasta dan umum. Tarif atas jenis 

PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya. 

Dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP 

yang bersangkutan, dan Aspek keadilan masyarakat. Penentuan besaran tarif selain harus memperhatikan 

aspek-aspek tersebut juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan karakteristik jenis 

layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. 
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Hasil dan Pembahasan 

Gambar 1 Diagram Capaian PNBP Dalam Prosentase Tahun 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data diolah 2024 

 

Pada Gambar 1 di atas tampak bahwa capaian PNBP tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang 

fluktuatif, terdapat kenaikan, penurunan, terjadi kenaikan yang sangat signifikan di bulan november tahun 

2022 sebesar 36,54%. Dibuktikan dengan laporan penerimaan target realisasi 3 tahun terakhir (lampiran). 

Penurunan pencapaian target RRI Merauke dari tahun 2021 hingga 2023 dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor khusus yang dipengaruhi oleh kondisi dalam periode tersebut yaitu dampak pandemi 

COVID-19, percepatan digitalisasi, perubahan preferensi audiens, kompetisi yang semakin ketat dengan 

media digital, dan kendala geografis dan infrastruktur di daerah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa 

perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi media perlu segera direspon 

RRI, misalnya dengan mengembangkan program digital atau memperkuat sinyal siaran di daerah-daerah 

terpencil untuk mempertahankan relevansi dan menarik audiens 

Transparansi capaian penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Radio Republik Indonesia (RRI) 

Merauke antara tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan 

keterbukaan informasi, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Data yang diperoleh 

menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan PNBP, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

termasuk perubahan kebijakan dan tingkat partisipasi masyarakat. Transparansi dalam pelaporan keuangan 

dan informasi terkait penerimaan PNBP sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan 

memastikan akuntabilitas pengelolaan 

Uraian diagram capaian sebelumnya menjadi tantangan yang harus dihadapi LPP RRI Merauke 

sebagai sebuah media audio tertua di Kota Merauke di tengah- tengah tergerusnya kepercayaan publik 

terhadap pandangan pelayanan birokrasi dan munculnya perkembangan teknologi yang semakin pesat. 

Keseimbangan yang harus dijaga terkait kualitas pelayanan yang diberikan dengan tidak keluar dari aturan 

yang ditetapkan, dan tetap bisa mengikuti perkembangan dan persaingan yang ada. Terlebih mengingat LPP 

RRI Merauke merupakan sebuah badan publik yang terikat negara dan merupakan sebuah radio nasional, 

untuk itu inovasinya pun dapat berubah-ubah begitu saja, bahkan tidak dapat bergerak bebas karena terbatas 

waktu. Kelembagaan LPP RRI tergolong sebuah organisasi yang menunjukkan garis hierarki dan wewenang 

termasuk dalam pelaporannya. 

Selain itu, ketika menciptakan inovasi dalam lingkup daerah, khususnya di LPP RRI Merauke, perlu 

perjalanan panjang untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan pemerintahan yang hierarki pada 

pemerintah pusat yang masih dianut. Selain itu keberagaman permintaan masyarakat akan sebuah informasi 

menjadi dilema bagi LPP RRI Merauke. 

Masyarakat dapat mengakses informasi melalui berbagai cara dan saluran yang terus berkembang 

seiring dengan kemajuan teknologi. Berikut beberapa cara utama yang umum digunakan seperti radio, televisi, 

surat kabar, media sosial, whatsapp, telegram maupun media lainnya. 

Selama delapan tahun terakhir, RRI Merauke, seperti banyak lembaga penyiaran di daerah, menghadapi 

sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai media publik. Beberapa tantangan utama yang 

Capaian PNBP 2021-2023 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 
 
 
 

 
2021 2022 2023 



Wahidah, Mulya, Asniwati dan Indriaty,     e-ISSN : 2476-1483, p-ISSN : 2086-4515  

 

Transparansi Penerimaan Negara…( Wahidah, Mulya, Asniwati dan Indriaty) 

207 

dihadapi mencakup Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi, Keterbatasan Infrastruktur, Perubahan Preferensi 

Pendengar, Tantangan Geografis serta Tingkat Persaingan yang Meningkat. Mengatasi tantangan ini 

membutuhkan upaya inovatif, seperti kolaborasi dengan media digital, peningkatan kapasitas teknologi, dan 

penyesuaian konten yang relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional. 

Di jaman serba teknologi sekarang ini, RRI Merauke juga berusaha tampil menjadi lebih baik lagi 

dalam melayani masyarakat melalui aplikasi ppdi.rri.co.id. Dimana Masyarakat dapat secara langsung 

melakukan pelayanan melalui link tersebut. 

 

Gambar 2 Tampilan Depan Aplikasi ppdi.rri.co.id 

 
 

Salah satu tampilan layanan publik yang bisa di akses oleh Masyarakat dalam aplikasi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3 Tampilan Layanan Daftar Informasi Publik Online 

 
 

Kesimpulan 

Transparansi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Radio Republik Indonesia (RRI) 

Merauke antara tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan 

keterbukaan informasi, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Data yang diperoleh 

menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan PNBP, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

termasuk perubahan kebijakan dan tingkat partisipasi masyarakat. Transparansi dalam pelaporan keuangan 

dan informasi terkait penerimaan PNBP sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan 

memastikan akuntabilitas pengelolaan dana. 
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